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ABSTRAK 

 Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai pengadilan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman. Kemandirian Hakim dalam Pengadilan Pajak masih 

menggunakan “dual roof system” dimana di berbagai peradilan telah menganut 

“one roof system”. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah 

yakni: 1) Bagaimana kedudukan pengadilan pajak menurut UU Pengadilan Pajak? 

2) Bagaimana kemandirian hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak? Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konsep. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Kedudukan 

Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai 

pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) 

Kemandirian hakim dalam Pengadilan Pajak masih menganut “dual roof system” 

yakni disatu sisi berada dalam Kementerian Keuangan sedangkan disisi lain 

berada dalam Mahkamah Agung, hal demikian dapat menyebabkan tidak ada 

kemandirian hakim dalam memutus sengketa dibidang pajak. 

 Kata Kunci : Kedudukan Pengadilan Pajak, Kemandirian Hakim. 

 

ABSTRACT 

Position the Tax Court according to Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax 

Court is a court exercising judicial power. The independence of judges in the Tax 

Court are still using "dual-roof system" which in many courts have adopted the 

"one roof system". Thus, in this study there are two formulation of the problem 

are: 1) How is the position of the tax court according to the Tax Court Law? 2) 

How is the independence of judges in resolving tax disputes? The method used in 

this research is a normative legal research using the two methods of approach to 

the approach of legislation and approach to the concept. And the results showed 

that 1) The position of the Tax Court under Act No. 48 of 2009 concerning 

Judicial Authority Article 27 paragraph (1) in conjunction with Law Number 51 

Year 2009 on State Administrative Court that the Tax Court as a special court 

which is in the neighborhood Administrative Courts. 2) Independence of judges in 

the Tax Court still embrace the "dual roof system" which on one hand are in the 

Finance Ministry, while on the other hand are in the Supreme Court, it is therefore 

caused no independence of judges in deciding the dispute in the field of taxation. 

 Keywords: Status of the Tax Court, the independence of judges. 
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